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PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK AKIBAT PERCERAIAN KAITANNYA DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

(Studi di Pengadilan Agama Mataram)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan perlindungan hukum bagi anak akibatperceraian kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-Undangan, konsep,studi kasus, sejarah dan sosiologi.


Penelitian ini menyatakan peran pengadilan agama mataram dalam perlindungan anak akibat perceraian, bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian, dan akibat hukum bagi anak tidak dilaksanakannya perlindungan hukumbagi anak.


Simpulannya adalah terdapat bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terdapat dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 baik sebelum maupun setelah perceraian tidak ada bedanya. Orang tua yang sudah bercerai tetap wajibenjamin pemeliharaan anak dan biaya pemeliharaan anak.

Kata kunci : perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian 

LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN OF DIVOERCE WITH RESPECT TO THE LAW NUMBER 23 OF 200 CONCERNING THE PROTECTION OF CHILDREN

(A Research Located in Religion Courts Mataram)

ABSTRACT

This study aims to clarify to the legal protection of divorce’s effects for children in indicated with law 23rd in 2002 about the protection of children.this research uses empirical normative research in approach to legistlation, concepts, case, studies, history and sociology.

This study state a role of religious courts of mataram In child’s protection for children ofdivorce, a formof legal protection for children of divorce, and  the legal effect of non-performane of legal protection for children.

The conclusion is there are form of legal protection for children contained in article 26th of Law in 23rd in 2002 both before and after the divorce is no different. Parent who have divorced are still required to ensure maintenance of children  and childcare costs.

Keyword : legal protection for children or divorce’s effect

PENDAHULUAN


Pada dasarnya setiap perkawinan selalu mengharapkan agar keluarganya tetap harmonis dan kekal sampai maut memisahkan. Akan tetapi senyatanya perkawinan tidak selalu berjalan harmonis sesuai yang diinginkan, bahkan tidak jarang terjadi perceraian. Karena dalam perkawinan tersebut suami dan istri tidak jarang atau sering dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sulit atau rumit, misalnya terjadi salah paham yang berkelanjutan yang kemudian menjadi percekcokan atau pertengkaran. Hal ini kadang-kadang dapat diselesaikan  dengan baik-baik oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Namun ada kalanya kesalahpahaman tersebut menjadi berlarut-larut dan akhirnya dapat menimbulkan perceraian. Di dalam keadaan seperti itu pasti ada yang dirugikan, baik istri maupun suami. Tidak hanya kedua pihak itu saja yang dirugikan tapi yang harus diingat diantara ke dua pihak tersebut ada buah hati yang masih membutuhkan mereka yaitu anak. Dalam perceraian, anak biasanya yang langsung merasakan efek dari perceraian orang tuanya. 


Oleh karena itu anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.


Di dalam Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia mengatur mengenai hak-hak anak. Dalam Pasal 52 ayat (1) menyebutkan setiap anak   berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. 


Menurut ayat (2) hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.


Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundemental right and freedom of children) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
 Dalam keadaan orang tua yang berpisah (broken home), anaklah menjadi satu-satunya yang merasakan efek dari perceraian kedua orang tuanya tersebut.


Lingkup perlindungan hukum anak mencakup perlindungan terhadap kebebasan anak, perlindungan terhadap hak asasi anak, dan perlindungan hukum terhadap semua kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan.
  


Menurut Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak:

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi tewujudnya anak indonesia yang bekualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. 


Di dalam keadaan bagaimanapun anak harus yang diutamakan   untuk dilindungi, karena anak merupakan penerus bangsa yang harus memiliki akhlak mulia dan berkualitas.


Namun, biasanya dalam keadaan orang tua dari seroang anak bercerai, maka hak-hak yang diatur di atas tidak bisa direalisasikan. Hak-hak yang tertuang dalam peraturan-peraturan itu sulit untuk diberikan kepada anak secara bersamaan, dikarenakan orang tua yang tadinya selalu hidup bersama kemudian terjadi perceraiaan diantara keduanya. Maka hal-hal yang menyangkut tentang anak yang biasanya dilakukan bersama tidak bisa dilakukan lagi. Itu semua disebabkan tidak lagi adanya kecocokan dan otomatis pemikiran untuk anak dari  kedua orang tua berbeda. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahannya, yaitu: 1). Bagaimanakah peran Pengadilan Agama Mataram dalam perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian?; 2). Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ?; 3). Apakah akibat hukum yang timbul apabila tidak dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian?

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah 1). Untuk mengetahui peran Pengadilan Agama Mataram dalam dalam perlindungan anak.; 2). Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.; 3). Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul apabila tidak dilaksanakannya perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian.
Adapun beberapa maanfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 1).  Manfaat Teoritis, Menambah wawasan bagi masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap anak akibat perceraian kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindugan anak. Selain itu diharapkan hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya; 2). Manfaat Praktis,  Diharapkan hasil penelitian dapat berguna langsung pada penerapan di lapangan dan dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan oleh pihak-pihak terkait yang membutuhkan. Serta membantu memecahkan masalah yang sedang dihadapi masyarakat atau mungkin dihadapi oleh para paktisi. Hasil penelitian diharpkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam perlindunagn hukum bagi anak akibat perceraian kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris dengan pendekatan yang digunakan yaitu Statute Approach, Conseptual Approach dan Pendekatan Empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum serta teknik wawancara dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.
PEMBAHASAN

A. Peran Pengadilan Agama Mataram Dalam Perlindungan Anak Akibat Perceraian.
Peran Pengadilan Agama dalam Perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian ini yang ditemukan dalam Pengadilan agama ada 2, yaitu menentukan pemeliharaan anak atau hadhanah dan menetapkan hak asuh anak.

1. Menentukan pemeliharaan anak atau hadhanah.


Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku panitra di Pengadilan Agama Mataram. Mengenai pemeliharaan anak ini orang tua harus sama-sama dalam hal pemeliharaan anak sebelum dan setelah perceraian. Biasanya hakim juga berperan dalam menentukan pemeliharaan anak atau hadhanah, karena hakim harus melihat keadaan dari kedua orang tuanya. Dalam hadhanah ini, yang diperhatikan adalah mengenai kehidupan sosial dari si anak, jaminan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan bergaul dengan anak yang sebayanya. Untuk memenuhi hadhanah tersebut yang paling pokoknya adalah  keadaan finansial dari kedua orang tuanya. Apabila finansial dari kedua orang tua tersebut tidak mencukupi maka akan sulit terpenuhinya pemeliharaan anak tesebut. Jadi masalah finansial juga mempengaruhi dalam pemeliharaan anak.
 
2. Menetapkan Kuasa Asuh Anak


Dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Apabila seorang ibu yang sudah berhak atas pemeliharaan anak tersebut tidak menjalankan kewajibannya, maka hak asuh yang diberikan bisa dicabut melalui Pegadilan Agama. 
B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Kaitannya Dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.
1. Hak dan kewajiban anak

Perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian tidak ada bedanya sama sekali dengan perlindungan hukum bagi anak sebelum terjadinya perceraian. Itu dikarenakan tidak adanya istilah mantan anak. jadi, hak-hak yang diberikan oleh bapak ataupun ibu dari si anak tetap sama dengan sebelum terjadinya perceraian.


Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memaparkan hak-hak anak, sebagai berikut :

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7 ayat (1)

Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tua sendiri.
Ayat (2)

Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh berkembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar  maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8

Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan, jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

Ayat (1) 

Setiap anak berhak memperoleh pendidikian dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Ayat (2)

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatka pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk bersistiahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan sebaya, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.



Dilihat dari pasal demi pasal yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tetang perlindungan anak di atas,  mengenai hak-hak anak sudah sangat jelas diatur hak-haknya, mulai dari hak yang sangat mendasar seperti hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan identitas, hak untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk memperoleh pendidikan, dan hak sosial seperti hak untuk beristirahat. Sedangkan kewajiban anak tertuang dalam Pasal 19, yaitu setiap anak berkewajiban untuk:

1) Menghormati orang tua, wali, dan guru.

2) Mencintai masyarakat, keluarga, dan menyayangi teman.

3) Mencintai tanah air, bangsa dan negara.

4) Menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya, dan

5) Melaksanakan etika dan akhlak mulia

2. Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua


Di dalam 3 (tiga) putusan Pengadilan Agama mengenai perkara cerai gugat yaitu dalam perkara Nomor: 28/Pdt.G/2013/PA.MTR., Nomor: 36/Pdt.G/2013/PA.MTR., dan Nomor: 57/Pdt.G/2013/PA.MTR. pertimbangan hakim hampir sama persis, yaitu:

Menimbang menurut ketentuan hukum Islam pada dasarnya pengasuhan dan pemeliharaan anak atau lebih dikenal dengan istilah hadhanah adalah merupakan kewajiban kedua orang tua dan kewajiban tersebut tetap berlaku meskipun dikemudian hari perkawinan mereka putus (vide pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 26 Undanag-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlidungan anak).


Di dalam pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, yaitu :

Ayat (1)

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
C. Akibat Hukum Tidak Dilaksanakannya Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Akibat Perceraian.
Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminilalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak juga tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak diurus oleh orang tuanya. Dalam hal perkawinan, pemeliharaan anak dilakukan secara optimal oleh kedua orang tuannya. Demi pertumbuhan anak yang baik, orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan, kebutuhan untuk dicintai oleh orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang dimaksud dengan pemeliharaan anak adalah :
1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup anak.

2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat continue (terus menerus) sampai anak itu dewasa.


Menurut pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 

b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan minat dan bakatnya.
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama apabila putusan itu tidak diaksanakan adalah dengan cara mengeksekusi apabila ada permohonan eksekusi yang dilakukan oleh salah satu pihak.


Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sudirman selaku panitra di Pengadilan Agama Mataram  upaya yang harus dilakukan orang tua perempuan (ibu) adalah dengan cara megajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama dan kemudian Pengadilan Agama melaksanakan eksekusi, tapi tidak semua permohonan eksekusi itu dilakukan, dikarenakan Pengadilan Agama juga harus melihat keadaan dari orang tua laki-laki tersebut, apakah mempunyai penghasilan yang cukup, atau mempunyai barang yang dalam barang tersebut ada sebagian hak dari si anak. Apabila orang tua laki-laki tersebut tidak mempunyai penghasilan, maka Pengadilan Agama tidak berhak untuk mengeksekusi (non eksekutable) dikarenakan tidak ada yang akan dieksekusi atau dengan kata lain akan sia-sia saja.



1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan kelalaian untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua kepada anak :

a) Faktor Psikologis

Terjadinya perceraian antara suami istri memang disebabkan berbagai alasan, dan kadang-kadang alasan yang menjadi penyebab perceraian tersebut sangat prinsip bagi pihak-pihak yang mengakibatkan hubungan antara suami istri tidak dapat dipertahankan lagi dan harus bercerai. Ironisnya setelah terjadi perceraian, hubungan antara mereka tetap dalam keadaan retak. Hal ini kadang-kadang sangat berpengaruh terhadap hubungan anak dengan orang tua, dimana salah satu pihak yang biasanya sebagai pihak yang memegang hak pemeliharaan tidak mengijinkan pihak lain untuk menemui anak-anak. 

Hak pemeliharaan bagi anak yang belum mumayyiz sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, diberikan kepada orang tua perempuan. Karena alasan-alasan tertentu, orang tua perempuan kadang-kadang tidak memperbolehkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak-anaknya. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan aspek psikologis orang tua perempuan. Maksudnya adalah berkaitan dengan perasaan, sakit hati dan perasaan tertekan yang dialami akibat tindakan yang tidak layak dalam perkawinan. Perasaan tertekan dan sakit hati yang dirasakan misalnya, selama dalam masa perkawinan suami melakukan tindakan kekerasan, perselingkuhan dan menikah lagi dan lain sebagainya. Faktor-faktor psikologis ini dapat menyebabkan orang tua perempuan sebagai pemegang hak pemeliharaan tidak mengijinkan bekas suaminya untuk bertemu dengan anak mereka. Keadaan ini akan dapat mengakibatkan orang tua laki-laki (ayah) tersebut tidak mau memberikan biaya nafkah anak. Disamping itu, orang tua laki-laki (ayah) juga tidak mau memberikan perlindungan anak seperti pemeliharaan dan biaya nafkah anak. biaya nafkah  akan berkaitan dengan aspek psikologis orang tua laki-laki (ayah) yang menganggap bahwa biaya nafkah anak tersebut tidak lain adalah akan dipergunakan dan dimanfaatkan oleh bekas istrinya. Akibatnya orang tua laki-laki (ayah) menjadi tidak mau untuk memberikan biaya nafkah kepada anaknya.

b) Faktor Ekonomi


Tanggung jawab mengenai biaya perlindungan anak setelah terjadinya perceraian pada prinsipnya membebankan kepada orang tua laki-laki. Dan apabila dikaitkan dengan keadaan dan kondisi masyarakat Indonesia, Orang tua laki-laki (ayah) dan orang tua perempuan yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Tapi yang paling bertanggung jawab diantara kedua orang tua tersebut adalah orang tua laki-laki mengenai perlindungan anak baik pemeliharaan anak maupun pemberian nafkah pada anak. orang tua laki-laki seharusnya memberikan biaya nafkah kepada keluarga karena pada umumnya kaum lelakilah yang bekerja. Seandainya dijumpai istri atau ibu yang bekerja, hal tersebut tidak lain adalah untuk menunjang kehidupan ekonomi keluarga, bukan merupakan tanggung jawab. Dalam hal ini terjadi perceraian, mengingat bahwa orang tua laki-laki (ayah) yang lazimnya mencari nafkah, maka biaya anak setelah terjadi perceraian adalah merupakan tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah).
PENUTUP

A. Kesimpulan 

Dari seluruh uraian di atas yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang dibahas sebagai berikut :

1. Peran Pengadilan Agama Mataram dalam perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian.
Peran pengadilan agama Mataram pada prinsipnya sama tidak ada yang berbeda yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dalam perkara perlindungan hukum bagi anak atau yang sering di ajukan oleh pihak yang beperkara adalah mengenai biaya pemeliharaan anak dan kuasa asuh dalam rangka pemenuhan hadhanah. Hampir tidak ada permohonan perlindungan hukum bagi anak yang diajukan secara sendiri-sendiri akan tetapi kebanyakan perlindungan hukum bagi anak ini sudah dimohonkan pada perkara pokoknya yaitu perkara perceraian.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian kaitannya dengan Undang-undang Nomor 23 Tahum 2002.
Bentuk perlindungan hukum bagi anak akibat perceraian pada dasarnya tidak ada perbedaan sama sekali, baik hak dan kewajiban anak, kewajiban dan tanggungjawab orang tua terhadap anaknya, maupun pemeliharaan anak. 

Yang sering menjadi permasalahan adalah dalam hal biaya pemeliharaan anak atau biaya nafkah anak. nafkah anak tidak bisa kita pungkiri bahwa anak sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai anak berusia 21 tahun atau sudah mandiri. Biaya pemeliharaan anak ini diberatkan kepada orang tua laki-laki, karena orang tua laki-laki merupakan kepala keluarga sebelum perceraian terjadi. Jadi, orang tua laki-lakilah yang berkewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak tersebut. Kecuali keadaan finansial orang tua laki-laki pas-pasan, hanya cukup untuk menghidupi dirinya sendiri, dan kecuali orang tua perempuan tidak mengajukan permohonan untuk pemenuhan biaya pemeliharaan anak, dikarenakan orang tua perempuan  masih sanggup menghidupi anaknya.

3. Akibat tidak dilaksanakannya perlindungan hukum bagi anak 

Perlindungan hukum bagi anak baik sebelum maupun setelah perceraian sangatlah dibutuhkan untuk meminilalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan oleh anak itu sendiri, seperti tidak adanya kasih sayang, anak menjadi terlantar dan anak tidak bisa bergaul sebagaimana halnya seorang anak. Itu semua tidak ada bedanya dengan anak jalanan yang tidak diurus oleh orang tuannya. Apabila perlindungan hukum bagi anak baik yang sudah ditetapkan dalam putusan ataupun tidak ditetapkan kemudian tidak dilaksanakan setelah perceraian, maka salah satu orang tua bisa melakukan upaya hukum baik secara keperdataan maupun secara pidana, dan bisa juga diadukan melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

B. Saran

Perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian sebaiknya tanpa adanya permohonan dari pihak ibu, anak sudah mendapatkan perlindungan tersebut, itu semua sudah menjadi haknya seorang anak. jadi perlu kesadaran dari kedua orang tuanya yang sudah bercerai untuk sama-sama memberikan perlindunag secara optimal.

Di dalam perundang-undangan megenai Perlindungan anak harus diatur supaya lebih jelas perlindungan hukum bagi anak setelah perceraian apakah sama atau tidak.
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